LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

TAHUN 2017 NOMOR 34 SERI E NOMOR 34

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

BANK SUMATERA UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

bahwa  dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat,
meningkatkan kinerja dan daya saing, maka Pemerintah Kabupaten
Samosir selaku salah satu pemegang saham Perseroan Terbatas Bank
Sumatera Utara perlu menunjang permodalan melalui penyertaan
modal;

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang
akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Sumatera
Utara;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3472) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3970) ;

3. Undang-Undang...... /



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4346);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran /
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14.

15.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerabh;

Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyisihan Sebahagian dari Hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang
merupakan Penerimaan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
sebagai Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumut (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 Nomor 11 Seri C Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

Menetapkan

Dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SUMATERA
UTARA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Samosir.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Samosir.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Samosir.

6. Badan /



6. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Samosir.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Samosir.

8. Bank adalah Perseroan Terbatas Bank Sumatera Utara selanjutnya
disingkat PT. Bank Sumut.

9. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

11. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan
kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak
dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada PT Bank
Sumut.

12. Deviden adalah merupakan bagian dari Keuntungan yang
dibayarkan oleh Perusahaan kepada Pemegang saham.

13. Modal Disetor adalah modal yang disetor secara efektif oleh
pemiliknya ke dalam Perseroan guna memenuhi memenuhi plafond
Penyertaan Modal yang telah ditetapkan.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Sumut adalah
untuk memperkuat permodalan PT. Bank Sumut dan meningkatkan
kapasitas wusaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta
mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

(2) Penyertaan Modal ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan
produktivitas dan kineija PT. Bank Sumut yang efektif, efesiensi
sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah dari bagian laba yang diperolehnya guna
menunjang pembangunan daerah.

BAB I11
BESARAN DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL
Pasal 3
(DJumlah penyertaan modal daerah pada PT. Bank Sumut sampai
dengan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 25. 273.817.411,98,- (dua
puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus
tujuh belas ribu empat ratus sebelas rupiah sembilan puluh delapan

sen).
(2 Jumlah /



(2) Jumlah penyertaan modal daerah sampai dengan Tahun 2017, pada
saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp.
5.273.817.411,98,- (lima miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta
delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus sebelas rupiah sembilan
puluh delapan sen), belum termasuk bagian deviden yang belum
disetorkan sebagai penyertaan modal sesuai hasil RUPS Tahun
buku 2015 dan tahun buku 2016 sebesar Rp. 1.633.406.728,—
(satu miliar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam ribu
tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

(3) Jumlah penyertaan modal yang masih harus disetorkan kepada PT.
Bank Sumut sampai dengan Tahun 2021 adalah sebesar Rp.
20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 4

(1) Jangka waktu pemenuhan jumlah penyertaan modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah 5 (lima) tahun anggaran
terhitung mulai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017.

(2) Besarnya jumlah penyertaan modal dianggarkan dalam anggaran
pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun
anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5
(1) Dana Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) diutamakan dari deviden PT. Bank Sumut sebesar 50 % dari
penerimaan deviden.

(2) Kekurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipenuhi dari Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan.

Pasal 6

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

disetorkan setiap tahun anggaran dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun 2017 sebesar Rp. 1.633.406.728,— (satu miliar enam ratus
tiga puluh tiga juta empat ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh
delapan rupiah) Dbersumber dari bagian deviden yang akan
disetorkan sebagai penyertaan modal sesuai hasil RUPS Tahun buku
2015 dan tahun buku 2016;

b. Tahun 2018 sebesar Rp. 6.366.593.272,- (Enam miliar tiga ratus
enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu dua
ratus tujuh puluh dua rupiah);

c. Tahun. /



c. Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 masing-masing sebesar Rp.
4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

BAB V
PENGELOLAAN

Pasal7
(1) Penyertaan modal disetor paling lambat 31 Maret pada tahun
beijalan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh
Satuan Keija Pengelolaan Keuangan Daerah dengan berpedoman
kepada peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tangal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada Tanggal 24 September 2017

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan

pada tanggal

2017

Pit. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. JABIA:

, M. Hum

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631212 199003 1007
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